








1. Pelaksanaan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi 
Terhadap Wanita (Convention on the Elimination of All Forms of 
Discrimination Againts Women) dalam menentukan kebijakan di 
Rumah Sakit Happy Land Medical Center tidak efektif disebabkan 
penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tidak efisien ada 
antinomi satu dengan lain, pada pelaksanaannya tidak efektif karena 
pada kenyataannya masih terjadi diskriminasi terhadap manager 
wanita dalam pemberian sanksi yang berbeda terhadap manager wanita 
dan manager pria. 
2. Faktor yang menyebabkan terjadinya diskriminasi terhadap wanita 
adalah badan hukum dan karyawan belum mengetahui tentang adanya 
konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita, 
sehingga pada prakteknya masih terjadi perlakuan yang tidak adil atau 
diskriminasi terhadap wanita, yang kemudian membuat posisi wanita 
menjadi tidak berpengaruh di dalam suatu badan hukum dan 
organisasi. Suatu korperat tidak  berjalan sesuai dengan bentuk badan 
hukum yang semestinya , sehingga terjadi tumpang tindih dalam suatu 
kewenangan. Ada faktor kedekatan antar pribadi yang membuat 
hubungan kerja manager Rumah Sakit Happy Land Medical Centre 





bukan profesionalitas. Hal ini membuat pihak yang tidak mempunyai 
faktor kedekatan pribadi menjadi dirugikan.  
 
B. Saran 
1. Perlu adanya perbaikan pada penjelasan atas Undang-Undang Nomor 7 
Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan 
Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention On The 
Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women) agar 
tidak terjadi antinomi satu dengan lainnya. 
2. Seyogyanya Rumah Sakit Happy Land Medical Centre tidak hanya 
mengetahui tetapi melaksanakan kententuan Undang-Undang Nomor 7 
Tahun 1984 tentang pengesahan konvensi mengenai Penghapusan 
Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita dengan Undang-Undang 
Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. 
3. Rumah Sakit Happy Land Medical Center memberikan sosialisasi 
kepada seluruh karyawannya mengenai Undang-Undang Nomor 7 
Tahun 1984 tentang pengesahan konvensi mengenai Penghapusan 
Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita. Karyawan dan manager 
wanita diperdayakan atau empower women agar tampil berani dalam 
pengambilan kebijakan. 
4. Adanya tumpang tindih kewenangan dalam suatu korperat diadakan 
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